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BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1. Kajian Pustaka
Kajian pustaka merupakan kajian secara luas mengenai konsep dan kajian hasil penelitian sebelumnya yang digunakan dalam mendukung penelitian yang dilakukan dengan pembahasan variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian ini. Beberapa hasil penelitian yang mengkaji dimensi, aspek, faktor dan unsur dari fungsi administrasi secara luas dikemukakan dalam pembahasan dibawah ini :

2.1.1. Lingkup Administrasi

Pengertian Administrasi di Indonesia tidak lepas dari pengaruh bahasa Belanda dan Inggris. Istilah administrasi menurut persepsi orang Belanda adalah “Administratie”, pada umumnya meliputi tata usaha (stelselmatige verkrijging van geven), artinya urusan pencatatan atau clerical work atau rank and file, dengan demikian administrasi tersebut diartikan secara sempit adalah manajemen dari kegiatan organisasi (bastuur). Sugandha (1986:2) menyatakan, istilah ”administration dari bahasa inggris,  juga diterjemahkan sebagi administrasi”. Hal ini dapat diartikan sebagai seluruh proses kegiatan kelompok kerja yang saling membantu guna mencapai tujuan bersama.

Administrasi dalam arti sempit adalah tata usaha, sedangkan administrasi dalam arti luas adalah proses, yaitu mulai dari proses perencanaan, penentuan tujuan, mengalokasikan sumber daya, proses kerja, pengendalian, evaluasi hingga sampai pada hasil dari proses kerja. Dalam kaitan ini, Reksohadiprawiro dalam Silalahi (1997:6) menyatakan bahwa: 

Administrasi berarti tata usaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapih dan sistematis serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbal balik antara satu fakta dengan fakta lainnya.

Pengertian Administrasi dalam lingkup Tata Usaha adalah pengertian administrasi yang sempit karena yang terkandung didalamnya hanya terbatas pada pengaturan yang rapih, sistemik termuat fakta dan data yang dibuat agar terjadi suatu hubungan timbal balik antara satu fakta dengan fakta-fakta yang lainnya. Waldo dalam Silalahi (1997:9-10) menyatakan mengenai administrasi, yaitu sebagai berikut: “Administrasi adalah suatu daya dan upaya manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi”. Masih pada literatur yang sama, Pfiffner mendefinisikan tentang administrasi, yaitu: “Administrasi dapat didefinisikan sebagai mengorganisasi dan menggerakkan sumber daya manusia dan materil untuk mencapai tujuan yang diinginkan”, White menyatakan: “Administrasi adalah proses yang umumnya dijumpai disemua kegiatan-kegiatan kelompok, baik publik (negara, pemerintahan) maupun privat (swasta, perusahaan) sipil atau militer dalam ukuran besar atau kecil”. Dengan demikian Administrasi tidak terlepas dengan kekuasaan , dengan kata lain bahwa kekuasaan negara, dikarenakan bahwa negara merupakan suatu organisasi yang mengendalikan roda pemerintahan, yang selanjutnya dimaknai dengan istilah Administrasi Negara. Nigro dalam Islamy (2002:1) mendefinisikan pengertian administrasi negara secara tegas, yaitu sebagai berikut:

Public administration…..has an important role in the formulation of public policy and is thus part of the political process. (Administrasi Negara mempunyai suatu peranan yang sangat penting dalam merumuskan kebijaksanaan negara dan oleh karenanya merupakan bagian dari proses politik).

Administrasi Negara (public administration) dan pemerintah tidak dapat dipisahkan karena administrasi selain mengatur urusan negara juga merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Administrasi Negara merupakan tempat untuk para administrator sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan untuk melaksanakan tugas-tugas negara. Dalam kaitan ini Nigro dalam Syafei (1999:25) menyatakan sebagai berikut:

1. Administrasi publik, adalah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan,

2. Administrasi publik meliputi ketiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif dan yudikatif. Serta hubungan diantara mereka.

3. Administrasi publik memiliki peranan yang penting dalam merumuskan kebijaksanaan pemerintah dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik.

4. Administrasi publik sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada mayarakat.

Administrasi maupun Administrasi Negara (Public Administration) dan pembuatan (administrator) atau pelaksanaan (implementation) kebijakan adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

Administrasi publik (public administration) yang lebih dikenal di Indonesia dengan istilah Administrasi Negara, selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut administrasi publik, merupakan salah satu prinsip dari kegiatan pemerintahanan. Administrasi publik merupakan salah satu bagian dari ilmu administrasi yang erat kaitannya dengan proses politik, terutama kaitannya dengan perumusan berbagai kebijakan negara, sehingga administrasi publik itu sudah dikenal sesuai dengan keberadaan sistim politik di suatu negara.

Henry (1988:5) menyatakan bahwa pada bagian yang terpenting di abad ke 20 ini Birokrasi pemerintah telah menjadi wadah perumusan kebijakan negara dan penentu utama kemana negara akan dituju. Administrasi publik telah dipandang sebagai bagian yang sama pentingnya dengan fungsi pelaksanaan kebijakan negara (public policy implementation). Pendapat Henry tersebut didukung pula oleh pernyataan  Gordon dalam Henry (1988:21-22) bahwa :

Birokrasi pemerintah semakin dituntut untuk menerapkan unsur-unsur efesiensi agar penggunaan sumber daya berlangsung secara optimal di sektor publik. Selain itu, dituntut adanya keahlian administrasi sehingga dapat diwujudkan yang efesien atau dengan perkataan lain , pejabat dalam administrasi pemerintah dapat dapat ditingkatkan menjadi lebih profesional.

Berdasarkan pernyataan Henry (1988:21-22) diatas dapat diketahui, bahwa  birokrasi pemerintah dalam operasionalisasi organisasi memerlukan upaya efesiensi untuk mengefektifkan penggunaan sumber daya melalui pemanfaatan dan pendekatan secara profesional dalam lingkup administrasi. Selain itu para pelaku administrasi didorong memiliki kerahlian dalam mengelola organisasi khususnya dalam sektor publik untuk memberdayakan sumber daya secara optimal, efektif dan efesien. Dengan demikian administrasi publik dalam kaitan ini memiliki peranan penting dalam mendukung implentasi kebijakan Gordon dalam Kasim (1994:12) menyatakan pemahaman peran administrasi publik sebagai berikut :

Administrasi publik mempunyai peranan yang lebih besar dan lebih banyak terlibat dalam perumusan kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Hal tersebut telah mempengaruhi perkembangan ilmu administrasi publik yang ruang lingkupnya mulai mencakup analisis dan perumusan kebijakan (policy analysis and formulation), pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan (policy implementation) serta pengawasan dan penilaian hasil kebijakan tersebut (policy evaluation).
Berdasarkan uraian diatas, jelaslah bahwa pendekatan administrasi publik Indonesia berhubungan dengan peranan birokrasi pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Pengaruh perilaku aparatur dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan publik akan mewarnai budaya organisasi birokrasi yang pada giliranya akan berpengaruh pada tingkat kinerja birokrasi dalam sistim administrasi publik secara keseluruhan.   

Semua kebijakan yang muncul tiada lain karena sesuatu hal atau dalam mengatasi masalah-masalah, kesulitan-kesulitan dalam proses kerja organisasi agar sedapat mungkin dipecahkan yang didalamnya berhubungan dengan proses kerja individu, kelompok maupun organisasi dengan berbagai sumber daya sebagai sarana dan prasarana yang selanjutnya dinamakan Administrasi.

2.1.2. Lingkup Kebijakan Publik
 Kehidupan modern seperti sekarang ini, tidak lepas dari apa yang disebut sebagai kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut kita temukan diberbagai bidang baik dalam bidang kesejahteraan sosial, kesehatan, pertanian, ekonomi, hubungan luar negeri. Namun kebijakan itu ada yang berhasil ataupun yang tidak berhasil atau gagal lebih disebabkan oleh kemampuan dari pelaksananya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Dunn (1999:109) menyatakan mengenai kebijakan publik sebagai berikut:

Kebijakan publik (public policy) merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan  (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang di buat oleh badan dan pejabat pemerintah, diformulasikan dalam bidang-bidang isu sejak pertahanan, energi dan kesehatan sampai pendidikan, kesejahteraan dan kejahatan. Pada salah satu bidang isyu tersebut terdapat banyak isyu kebijakan, yaitu serangkaian arah tindakan pemerintah yang aktual ataupun yang potensial yang mengandung konflik di antara segmen-segmen yang ada dalam masyarakat. Isu kebijakan yang ada biasanya merupakan hasil konflik definisi mengenai masalah kebijakan.
Pandangan yang dikemukan oleh Dunn (1999:109), menurut hemat penulis bahwa kebijakan publik (public policy) merupakan serangkaian isu yang berkembang dimasyarakat diformulasikan dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, selajutnya setiap arah kebijakan tersebut berpotensi konflik diantara lapisan masyarakat.  

Jones dalam Putra (2001:80) mengatakan sebagai berikut: “Salah satu tolok ukur keberhasilan kebijakan terletak pada proses implementasinya. Bahkan mungkin tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan”.

Implementasi kebijakan sangat menentukan dalam proses dinamika organisasi atau instansi baik pemerintah maupun swasta,  karena pada tahapan implementasi itulah dapat diketahui efektif tidaknya suatu program kebijakan dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan merupakan suatu program yang terencana dalam berbagai bentuk kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Islamy (1988 : 15-19) mengemukakan tentang kebijakan, yaitu :

Kebijakan adalah suatu program kegiatan yang dipilih oleh seseorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan kebijakan publik (public policy) adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah/negara kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik.

Rumusan kebijakan yang dibuat tidak akan mempunyai arti apa-apa atau hanya akan merupakan rangkaian kata-kata yang indah dan buku yang tersimpan rapih dalam sebuah dokumen kalau tidak diimplementasikan. Oleh karena itu implementasi kebijakan perlu dilakukan secara arif, bersifat situasional, mengacu pada semangat kompetensi dan berwawasan pemberdayaan.  

Suksesnya suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari akibat yang ditimbulkan sebagai konsekwensi hasil daripada implentasi kebijakan. Pada sisi lain keberhasilan implentasi kebijakan bergantung kepada penempatan orang yang memiliki rasa tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi suatu kebijakan akan berpengaruh terhadap optimalisasi hasil dari kebijakan yang telah dirumuskan dan hal tersebut dapat pula disejajarkan dengan proses konversi dalam mekanisme suatu sistem sehingga output yang dihasilkan akan sesuai dengan target yang hendak dicapai.

Implementasi kebijakan publik tidak hanya berkaitan dengan mekanisme operasional kebijakan dalam prosedur-prosedur birokrasi melainkan juga terkait dengan masalah konflik keputusan dan bagaimana suatu kebijakan itu diperoleh kelompok-kelompok sasaran. Untuk mencermati proses implementasi kebijakan, terlebih dahulu perlu dipahami beberapa konsep tentang implementasi . Dalam kamus Webster sebagaimana yang dikutip Wahab dalam Putra (2001:81), dirumuskan sebagai berikut :

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk Undang-Undang peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden).

Implementasi kebijakan perlu dilakukan secara arif, bersifat situasional, mengacu pada semangat kompetensi dan berwawasan pemberdayaan, hal ini dinyatakan oleh Wahab, dalam Putra (20001 : 80), sebagai berikut :

Implementasi suatu kebijakan publik biasanya terjadi interaksi antara lingkungan yang satu dengan yang lainnya melalui komunikasi dan saling pengertian dari para pelaku (aktor) yang terlibat. Kegagalan komunikasi biasanya terjadi karena pesan yang disampaikan tidak jelas, sehingga membingungkan penerima pesan. Kesalahan intreprestasi menyebabkan perbedaan persepsi bahkan mempengaruhi pengertian masyarakat yang terkena kebijakan.

Berdasarkan pendapat diatas, bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, berbentuk Undang-Undang pemerintah/keputusan-keputusan eksekutif yang terpenting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut dapat mengindentifikasi masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkannya. Dari uraian tersebut dapat diperjelas bahwa implementasi sebagaian program pemerintah pasti akan mempengaruhi perilaku birokrat/pejabat-pejabat lapangan (street level burreacrats) dalam rangka memberikan pelayanan atau jasa tertentu kepada masyarakat atau mengatur prilaku dari satu atau lebih kelompok sasaran . Artinya , dalam implementasi program khususnya yang banyak melibatkan banyak organisasi/instansi pemerintahatau berbagai tingkatan strukturorganisasi pemerintah sebenarnya dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yakni : 1) Pemrakarsa kebijakan/pembuat kebijaksanaan (the center atau pusat); 2) Faktor perorangan diluar badan-badan pemerintahan kepada siapapun program itu ditujukan, yakni kelompok sasaran (target group); 3) Pejabat-pejabat pelaksana di lapangan. Kemudian Van Meter dan Van Horn dikutip oleh Wahab (2001:78), menyatakan bahwa :

Pendekatan yang menghubungkan antara kebijaksanaan dengan implementasi yang mempertalikan kebijaksanaan dengan prestasi kerja, kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi.

Secara garis besar pengertian implementasi kebijakan ini mengandung makna suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran yang akan dicapai adalah merupakan hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah atau eksekutif. Kekurangan atau kesalahan suatu kebijakan biasanya akan diketahui setelah kebijakan itu dilaksanakan, begitu juga suksesnya pelaksanaan kebijakan dapat dilihat dari akibat yang ditimbulkan sebagai hasil pelaksanaan suatu kebijakan.

Studi implementasi kebijakan publik pada prinsipnya berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah program dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah kebijakan negara, baik menyangkut usaha-usaha mengadministrasikan maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Kebijakan publik dalam penyelenggaraan pemerintah mempunyai peran yang sangat besar terutama menentukan hal yang prinsip yang menyangkut kepentingan umum.

Gambaran konsep implementasi kebijakan tersebut di atas cukup tepat karena secara makro sangat memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan apa yang akan diusulkan atau dimaksudkan. Keterlibatan orang-orang atau aktor dalam perumusan kebijakan yang menunjukkan kekhususan dalam studi kebijakan ini.

Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan memiliki dampak positif bagi anggota masyarakat, bila salah satu fungsi administrasi berjalan sebagai suatu sistem.  

2.1.3. Lingkup Organisasi

Organisasi selain dipandang sebagai wadah kegiatan manusia juga dipandang sebagai proses, yaitu menyoroti interaksi di antara orang-orang yang menjadi anggota organisasi . Untuk memahami hakikat organisasi, Parsons dalam Etzioni (terjemahan Suryatim 1982:3) menyatakan sebagai berikut: ”Organisasi adalah unit sosial (atau pengelompokan manusia) yang sengaja dibentuk kembali dengan penuh pertimbangan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu”. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang saling berinteraksi dan mengembangkan organisasi yang bersangkutan. Dalam kaitan ini, pada hakekatnya perilaku manusia dalam organisasi.

Indrawijaya (1989:196) mengemukakan sebagai berikut: ”Perilaku organisasi adalah studi menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam organisasi atau kelompok tertentu yang meliputi aspek yang di timbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia”.

Organisasi dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam rangka mengoptimalkan kinerja pegawai tidak terlepas dari pemberdayaan potensi yang ada. Salah satu variabel dalam prilaku organisasi adalah motivasi.

Etzioni dalam Suryatim (1985:3) memberikan definisi tentang organisasi sebagai berikut: ”Organisasi adalah unit sosial (atau pengelompokan manusia) yang sengaja dibentuk dan dibentuk kembali dengan penuh pertimbangan dalam rangka mencapai tujua-tujuan tertentu”.

Proses kerjasama orang-orang dalam mencapai tujuan adalah salah satunya berada dalam suatu wadah yang disebut dengan organisasi. Di dalam organisasi tersebut secara esensial terdapat wadah, orang-orang, rencana, program dan kebijakan yang akan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan berdasarkan pada tingkat kemampuan dari para aktor-aktor yang tersebut di atas dalam mencapai target, sasaran maupun tujuan yang telah disepakati bersama. 

Sugandha (1996:10) menyatakan mengenai organisasi yaitu sebagai berikut:

Organisasi adalah kelompok orang yang terikat oleh suatu formalitas tertentu sehingga masing-masing mereka memiliki kedudukan, tugas, dan wewenang tertentu untuk melakukan interaksi melalui cara-cara tertentu dalam usahanya untuk mencapai tujuan atau tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan sumber-sumber yang ada secara efisien.
Organisasi senantiasa terkait dengan interaksi orang-orang di dalamnya yang selalu mengadakan kerjasama atau koordinasi dibawah seorang pimpinan yang mengarahkan arah suatu kebijakan yang dilaksanakan didalam suatu organisasi. Artinya, didalam suatu organisasi itu ada rencana, ada proses kerja ada orang-orang dan ada pimpinan. 

Barnard dalam Sutarto (1981:21) mengumukakan mengenai organisasi sebagai berikut:

Organization is a system of cooperative activities of two or more persons something intangible and impersonal, largely a matter of relationships (Organisasi adalah suatu sistem tentang aktivitas-aktivitas kerjasama dari dua orang atau lebih sesuatu yang tak berwujud dan tak bersifat pribadi, sebagian besar mengenai hubungan-hubungan).
Aktivitas-aktivitas kerjasama dari dua orang atau lebih merupakan substansi dari organisasi. Sistem organisasi merupakan kata lain dari aktifitas anggota-anggota organisasi yang saling berhubungan satu sama lain, karena organisasi diibaratkan sebagai suatu mahluk hidup yang memiliki karakter atau sifat yang berbeda-beda.

Mooney dalam Sutarto (1981:22) mendefinisikan organisasi sebagai berikut: “Organization is the form of every human assosiation for the attainment of common purpose (Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk pencapaian tujuan bersama)”. Jelaslah, bahwa yang mewadahi dari orang-orang yang memiliki tujuan, tingkat pemahaman dan pengertian adalah “organisasi”, oleh karena itu organisasi harus digerakkan berdasarkan tingkat kemampuan masing-masing dari para anggota atau para pegawai bahkan pimpinan sekalipun

2.1.4. Lingkup Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan salah satu faktor yang menentukan berhasil tidaknya organisasi dalam menjalankan roda organisasi, demikian pula bahwa budaya organisasi merupakan bagian penting untuk menentukan efektif tidaknya sebuah organisasi dalam upayanya untuk mencapai tujuan. Didasarkan pada pentingnya mengenai peranan budaya organisasi sehingga mendorong para ahli khususnya para pakar administrasi maupun manajemen yang mengkaji organisasi baik secara spesifik maupun secara umum dengan menitik beratkan pada landasan budaya organisasi, mereka mengembangkan dan menemukan teori-teori baru tentang budaya organiasi.

Budaya pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari manusia sebagai sumber daya organisasi yang paling utama disamping sumber-sumber daya organisasi yang lainnya. Sebab, budaya dapat menentukan karakteristik dari aktivitas manusia yang sesungguhnya, aktivitas tersebut tidak hanya didalam lingkungan sosial pada umumnya, akan tetapi juga terdapat kebiasaan dalam aktivitas maupun interaksi didalam sebuah organisasi dan biasanya aktivitas dalam organisasi tersebut mengusung tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu budaya organisasi turut menentukan efektif tidaknya atau berhasil tidaknya interaksi atau proses kerja yang dilakukan orang-orang dalam organisasi untuk dapat mewujudkan tujuan atau harapan yang telah disepakati bersama. Davis (1985:46) dalam kaitan tersebut menyatakan: “Budaya adalah perilaku konvensional masyarakatnya dan ia mempengaruhi semua tindakan manusia meskipun sebagian besar tidak disadarinya”.

Tahun 1950-an sampai dengan 1970-an telah timbul nilai-nilai budaya baru dari kesadaran tentang adanya ketergantungan organisasi, masyarakat  dan lingkungannya. Orang-orang mulai menyadari bahwa tindakan organisasi menimbulkan kemaslahatan dan sekaligus kerugian bagi masyarakat di luar organisasi dan ada dorongan kuat untuk memperbaiki dalam suatu interaksi budaya dan organisasi ditandai dengan adanya tangggung jawab sosial (social responsibility), ketanggapan sosial (social responsiveness) atau keterlibatan sosial (social involvement). Secara singkat dapat berarti bahwa organisasi harus berfungsi sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih besar karena pada dasarnya organisasi bagian dari sistem itu. Dikarenakan budaya organisasi terkait dengan sistem sosial, maka Smirchich dalam Ndraha (1997:5) menyatakan bahwa: “budaya organisasi haruslah diamanti dan difahami dari dua sudut pandang  Antropologi dan Teori Organisasi”.

Robbin dalam Hadiana dan Benyamin (2001:289) mendefinisikan budaya organisasi sebagai berikut: ”Budaya organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu; suatu sistem dari makna bersama”. 

Robbin, dalam Hadiana dan Benyamin (2001:289) lebih lanjut menjelaskan, bahwa budaya organisasi mengacu ke suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi-organisasi lain. Budaya organisasi dijelaskan lebih mendasar oleh Robbin dalam Udaya (1994:479), yaitu: Bahwa budaya organisasi “sebagai nilai-nilai dominan yang didukung oleh organisasi atau falsafah yang menentukan kebijaksanaan organisasi terhadap pegawai dan pelanggan atau cara pekerjaan di tempat itu dan asumsi dan kepercayaan dasar yang terdapat diantara anggota-anggota organisasi”.

Faktor yang mempengaruhi perbedaan budaya di dalam organisasi, akan diperoleh gambaran majemuk dari budaya organisasi itu. Gambaran ini menjadi dasar untuk perasaan pemahaman bersama yang dimiliki para anggota mengenai organisasi itu, bagaimana urusan diselesaikan dan cara para anggota diharapkan berperilaku. 

Robbins, dalam Udaya (1994:480) menyatakan, bahwa seluruh budaya organisasi mungkin sedikit berbeda dari penjumlahan bagian-bagiannya. Karakteristik utama yang membedakan budaya organisasi, adalah sebagai berikut:

1. Inisiatif  individu, menyangkut tingkat tanggung jawab, kebebasan dan indepedensi yang dipunyai individu.

2. Toleransi terhadap tindakan beresiko, sejauh mana pegawai dianjurkan untuk bertindak agresif, inovatif dan mengambil resiko.

3. Arah, sejauh nan organisasi menciptakan dengan jelas sasaran dan harapan mengenai prestasi.
4. Integrasi, tingkat sejauh mana unit-unit dalam organisasi didorang untuk bekerja dengan cara yang terkoordinasi.

5. Dukungan dari manajemen, Tingkat sejauh mana para manajer memberikan komunikasi yang  jelas, bantuan serta dukungan terhadap bawahan mereka.

6. Kontrol, sejauh mana peraturan dan pengawasan langsung yang digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku pegawai.

7. Identitas, tingkat sejauh mana para anggota mengidentifikasikan dirinya secara keseluruhan dengan organisasinya ketimbang dengan kelompok kerja tertentu atau dengan bidang keahlian profesional.

8. Sistem imbalan, tingkat sejauh mana alokasi imbalan didasarkan atas kriteria prestasi pegawai sebagai kebalikan dari senioritas, sikap pilih kasih dan sebagainya.

9. Toleransi terhadap konflik, tingkat sejauh mana pegawai di dorong untuk mengemukakan konflik dan kritik secara terbuka.

10. Pola-pola komunikasi, tingkat sejauh mana komunikasi organisasi dibatasi oleh hirarki kewenangan yang formal
Kesepuluh karakteristik di atas mencakup dimensi struktural maupun perilaku yang terdapat dalam sebuah organisasi yang berlandaskan pada budaya organisasi. Misalnya dukungan manajemen adalah ukuran mengenai perilaku berikut berkaitan dengan desain organisasi dan struktur fungsional dalam organisasi yang mempunyai lebih banyak pola komunikasi. Budaya organisasi bukan hanya refleksi dari sikap para anggota organisasi baik perilaku maupun kepribadiannya tetapi menyangkut seluruh proses dan aktivitas baik formal maupun nonformal dalam organisasi. 

Budaya organisasi pada esensinya sangat berdampak pada optimalisasi kinerja, sehingga keterikatan hubungan antara budaya organisai dan kinerja pegawai dan kepuasan karyawan dari kuatnya budaya organisasi. Dengan demikian, budaya organisasi sangat sulit untuk dipisahkan dengan optimalisasi proses maupun optimalisasi kinerja pegawai.
2.1.5. Lingkup Kinerja Pegawai

Kinerja merupakan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas kerjanya di dalam organisasi/instansi secara optimal. Kinerja Pegawai merupakan kemampuan dimana individu-individu atau kelompok/tim pegawai di dalam organisasi dapat melaksanakan kerjanya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan atau direncanakan sebelumnya. Sedangkan yang dimaksud kinerja pegawai dalam penelitian ini adalah kinerja pegawai Kecamatan Andir. 

Prawirosentono (1999:2) menyatakan mengenai kinerja sebagai berikut:

Kinerja/performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral ataupun etika.

Prestasi kerja (etos kerja/kinerja) pegawai dapat dilihat dari segi pencapaian tujuan, organisasi yang mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikategorikan efektif. Keefektifan suatu organisasi dapat diukur dari hasil kerja yang dilakukan oleh para pegawai dalam pencapaian tujuan sebagai kriteria terakhir (output). 

Kinerja yang dimaksud yaitu dimana individu-individu pegawai atau kelompok/tim di dalam organisasi dapat melaksanakan kerjanya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan atau direncanakan sebelumnya. Dalam kaitan tersebut, Mangkunegara (2000:67) mengemukakan: Bahwa yang disebut kinerja (prestasi kerja) adalah “hasil kerjanya secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.

Kegiatan dalam organisasi memiliki suatu ukuran yang lazim dinilai adalah kinerja/performance, yaitu bagaimana para pegawai melakukan sesuatu yang berhubungan dengan suatu pekerjaan, jabatan dan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dalam organisasi. Faktor-faktor yang menjadi ukuran kinerja pegawai, sesuai dengan batasannya yang beragam dan memiliki keragaman sesuai dengan dimensi yang diinginkan atau dianggap relevan. 

Faktor-faktor yang dijadikan ukuran kinerja menurut pendapat Davis (1985:484) adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation) yang dirumuskan sebagai berikut: Human performance = Ability + Motivation. Mangkunegara (2000: 67) mengemukakan: Bahwa yang disebut kinerja (prestasi kerja) adalah “hasil kerjanya secara kualitas dan kuantitas  yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. 

Kinerja memainkan peran penting bagi peningkatan suatu kemajuan atau perubahan kearah yang lebih baik yaitu terhadap pengukuran fakta-fakta yang menghasilkan data dan kemudian apabila ada data itu dianalisis secara tepat akan memberikan informasi yang akurat sehingga informasi tersebut akan bagi peningkatan pengetahuan para pemimpin dalam mengambil keputusan.

Dengan adanya informasi mengenai kinerja suatu instansi pemerintah akan dapat diambil tindakan-tindakan yang diperlukan seperti koreksi kebijakan, meluruskan kegiatan-kegiatan utama dan tugas pokok instansi bahan untuk perencanaan, menentukan tingkat keberhasilan (presentasi pencapaian misi) instansi untuk memutuskan suatu tindakan dan lain-lain.
2.2. Kerangka Pemikiran
Atmadilaga dalam Sutisnawidjaja (1999:20) menyatakan bahwa : 

Yang dimaksud dengan kerangka pemikiran ialah justifikasi landasan ilmiah yang didukung oleh kemampuan peneliti dalam meramu dan menganalisis teori yang berlaku serta informasi penunjang dari berbagai sumber, dalam rangka menyusun pemikiran baru sebagaimana tercermin dalam hipotesis yang diajukan.

Penjelasan di atas, pada dasarnya dalam penyusunan karya ilmiah kerangka pemikiran sangat diperlukan sebagai pedoman seorang peneliti dalam menganalisis suatu teori yang ditunjang dengan sumber dalam rangka menyusun pemikiran baru atas dasar hipotesis penelitian yang diajukan.
Robbins, dalam Udaya (1994:478) menjelaskan tentang budaya organisasi, yaitu sebagai berikut:

1. Nilai-nilai dominan yang didukung oleh organisasi.

2. Falsafah yang menuntun kebijakan organisai terhadap pegawai dan pelangga.

3. Cara pekerjaan di tempat itu.

4. Asumsi kepercayaan dasar yang terdapat di anggota-anggota organisasi.
5. Pengertian yang diterima secara bersama.
Budaya organisasi pada gilirannya mampu menciptakan pemahaman yang sama diantara para anggota organisai mengenai bagaimana sebenarnya organisasi itu dan bagaimana anggota harus berperilaku dalam makna bersama untuk mencapai tujuan bersama. Sistem makna bersama ini, bila diamati dengan lebih seksama, merupakan seperangkat karakteristik utama yang dihargai oleh organisasi itu. 

Harits (2005:381) mengemukakan bahwa : 

Membahas budaya sebagai nilai-nilai yang memberikan keunggulan bersaing bagi organisasi, pengaruhnya terhadap perilaku anggota organisasi, kemudian menentukan bagaimana para organisasi menginterpretasikan lingkungan dan bagaimana budaya mengikat para anggota dalam organisasi.

Mengkaji bagaimana individu dalam mempelajari budaya, baik secara formal dengan cara yang diinginkan oleh organisasi maupun secara informal, dengan mengamati apa yang terjadi di dalam organisasi.

Uraian diatas, jika ditarik benang merahnya menunjukan bahwa Budaya Organisasi diharapkan ada jalinan sinergis antara Budaya Organisasi dengan Kinerja Pegawai yang pada gilirannya nanti dapat mewujudkan organisasi yang efektif dan efesien dalam melaksanakan aktifitasnya serta mencapai tujuan yang optimal. 

Relevansi antara Budaya Organisasi dan Kinerja dalam penelitian ini jelas memberikan kontribusi positif terhadap kinerja pegawai Kecamatan Andir Kota Bandung dalam meningkatkan pelayanan publik khususnya dalam konteks hubungan antara Budaya Organisasi dan Kinerja yang telah dipaparkan sebelumnya, hal ini sejalan dengan Harits (2005:381) lebih lanjut mengemukakan bahwa :

Untuk memahami bagaimana budaya organisasi, misalnya bagaimana struktur organisasi dapat didesain atau dikelola, maka dapat mengkaji asal-usul budaya organisasi. Ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi perbedaan budaya di antara organisasi-organisasi yang dikenal secara umum, yaitu :

1. Karakteristik orang-orang yang ada di dalam organisasi;

2. Etika Organisasi;

3. Sifat-sifat sistem yang dipergunakan oleh organisasi; 

4. Struktur Organisasi 

Memahami cara yang benar untuk melakukan suatu pekerjaan menunjukkan sosialisasi yang benar. Selanjutnya, penilaian terhadap kinerja seseorang individu mencakup seberapa cocoknya ia berada dalam organisasi itu. Apakah ia dapat bergaul dengan rekan kerja? apakah ia dapat bekerja dengan sikap yang benar?. Dengan demikian budaya organisasi merupakan suatu faktor yang penting dalam mempengaruhi kinerja pegawai.

Darsono (2006:174), menjelaskan bahwa: ”suatu organisasi yang memiliki budaya kuat akan menghasilkan kinerja yang baik dalam jangka panjang”. Budaya yang kuat artinya seluruh karyawan memiliki suatu persepsi yang sama dalam mencapai tujuan organisasi . Kesatuan persepsi didasarkan pada kesamaan nilai yang diyakini, norma yang dijunjung tinggi, dan pola prilaku yang ditaati. Organisasi akan menunjukan kinerja yang baik apabila:

1. Semua pegawai memiliki keyakinan yang kuat pada visi dan misi organisasi, visi dianggap sebagai religi atau ideologi yang memiliki kekuatan sakral bagi kehidupan perusahaan dan dirinya.

2. Pegawai harus mempunyai kesungguhan yang tinggi untuk merealisasikan visi dan misi tersebut menurut keterampilan dan kemampuan.

3. Sumber-sumber daya yang dikelola tersedia tepat waktu dan sesuai persyaratan yang diperlukan.  
Penelitian Jennifer dan Bersade (1997) yang berjudul “Employee Satisfaction, Factor Associated With Company Performance” mengemukakan   bahwa :

(1) Budaya organisasi yang kuat membantu kinerja organisasi bisnis karena menciptakan suatu tingkatan yang luar biasa dalam diri karyawan;

(2) Budaya organisasi yang kuat membantu kinerja organisasi karena memberikan struktur dan control yang dibutuhkan tanpa harus bersandar pada birokrasi formal yang kaku dan yang dapat menekan tumbuhnya motivasi dan inovasi

 Pegawai harus memahami budaya organisasinya, karena dengan pemahaman tersebut dapat menghasilkan kinerja yang baik dalam mencapai tujuan organisasi diantaranya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Budaya organisasi juga berperan dalam menentukan struktur dan berbagai sistem oprasional yang membuahkan norma-norma perilaku. Kotter dan Hesket  (1992) secara spesifik  menyatakan : “Adanya hubungan yang erat antara budaya organisasi dengan kinerja. Budaya yang kuat sangat berpengaruh untuk meningkatkan konsistensi seseorang dalam berprilaku”.  

Mengukur kinerja pegawai dalam kaitan penelitian ini, yaitu mengukur kinerja anggota atau petugas dalam tim yang dipengaruhi oleh faktor pengendalian. Dalam kaitan ini, penelitian yang dilakukan menggunakan ukuran kinerja pegawai dari pendapat Mitchell dalam Sedarmayanti (2001:51) mengemukakan mengenai aspek-aspek kinerja sebagai berikut:

1. Kualitas kerja (Quality of work)

2. Ketepatan waktu (Promptness)

3. Inisiatif (Initiative)

4. Kemampuan (Capability)

5. Komunikasi (Communication)
Pendapat dari Mitchel tersebut di atas oleh peneliti selanjutnya dijadikan alat ukur untuk mengukur kinerja pegawai Kecamatan Andir Kota Bandung.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka disusun paradigma pemikiran sebagai berikut:



Gambar : 1

Paradigma berfikir tentang Budaya Organisasi dan Kinerja
2.3. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka peneliti mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

1. Budaya Organisasi besar pengaruhnya terhadap kinerja pegawai Kecamatan Andir Kota Bandung”.

2. Budaya Organisasi diukur melalui ; Karakteristik orang dalam organisasi, Etika Organisasi, Sifat-sifat system yang dipergunakan, Struktur Organisasi besar pengaruhnya terhadap kinerja pegawai Kecamatan Andir Kota Bandung”.
Aspek Kinerja Pegawai


Mitchell dalam Sedarmayanti, (2001:51)
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